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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH AL-RAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi
persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang
Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Rahim
Kabupaten Sukabumi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863):

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan ...



Memperhatikan

10.

11;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar  Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Nomor: ND/I0/0069/2015 Tanggal 22 Januari 2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Sukabumi Nomor: Kd.10.02/2/PP.00.1/1199/2015 Tanggal 23 Januari
2015;

MEMUTUSKAN :...



Memetapkin

KESATU

KEDUA

EETHIA

REEMPAT

KELTMA

MEMUTUSKEAN;

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPFAN LZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-
RAHIM,

Memberikan  izin  opemsionnl  pendirian madmesph kepadn mindrassh
webagnimann tercanium dofam Inmpiran yang menspakan bagian tidak
terpisalian darl Keputisan inl.

Eetelah fangka wokitu o (et Techien, Bepala Madrassh yeng bersanghutan

walib:

4. menvampailan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kanlar
Eementerizn Agnma ynng memuat phling sedikit perkembangan jumibah
peseria didik, pelaksannan kurskulum, pelaksanaon pemenuhan  standar
satary prasarang, dan pelakssnaan pemenuhan siandar pendichik dan
tenapn kependidikan; danfatau

b. mengajukon pendaftarnn visitas: akreditas] sebolalvinsdrasalh kepada
BAP-5/M sesmi ketentuan peraturon perundang-undangan,

Crulam hol perkembangan madrasah sebagnimana dimaksud dalam Crikiam
KEDUA huraf s dinilei memenuhi  standar  pelayannn  minimal
penvebenpgaraan pendidikan  dan/atos  hesil  okesdilsi - sebageimann
dimaksed Dilauwm KEDUA bural b mendapst peringkat mintmid O, malka
izin operasionnl sehagaimnnn dimoksed dalam Dikwm KESATL telap
berlaku,

Drxlasm hol perkembangan madrasah sebagaimana dimaksed dalam Dikium
KEDUA  humaf a  dinilnd memenchi  standar  peloyanon minimad
pensvelenpgaman  pendidikon  danfotan  hosil  pknedilasi - scbagoimana
dimaksud Dium KEDUA horuf b thdak mendapnt peringkat minimal C,
fuka [2in operasional sehagaimung dimaksud dalim Diktum KESATL
dizabis

Keputusan ind mulai berlaku padn tangen] divetapkai,

Britetnpkan Ji Bandung
pada tangpal 28 Inouari 2013

AMMENTERI AGAMA REPLALIK INDONESIA
KEFPALA KANTOR WILAY AH
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2015
TENTAMNG
PENETAPAN IZIN OFERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AL-RAHIM

IDENTITAS MADRASAH YANG HIBERIKAN TEIN OPERASIONAL

fama Mudrasah

Midrasah Tsanawivah Al-Hahim

Momor Stadistik Muodrasah

121232020271

A larma Modrasah

JI. Gandamaye RT 24 BW.07
Diesa Cikalvuripan
Kecamatan Kadudampit
Kabupaten Sukabumi
Provinsi Jawa Bami

Mama Orpanisasi Penyelenggarn

Yayasan Pendidikan [slam Murul Hasanah
Al=Ahyani

Akte Notaris Oreanisaszi Penyvelenggara

Marnh Hasyir, 5H
Mo 6] Tanggal 20 Apeaus 2014

Pengesahan Akie Notaris Organisasi
Penyvelenggim

AHL0E589 50 10,2014
8 September 3014

Ditetapkan di  Bandung
padn tanggal 28 Jonuoor 2015

AN, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
FROVINSIJAWA BARAT,




Mama hMadrasah
Alamag

Diesa
Foccamatan
Eabupaten

Frovinsi

KEMEMTERIAN AGAMA REPLIBLIE INDONESLA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Momer : 0620610, MTs. 00287201 5

FPenyvelengaara Madruaali

Ake Motirs Penyvelénggans

Pengesalan Akle Motaris

Diberikan kepada-

Ml resahy Tsanawiyah ARRahbn

JL. Gandrmaya BT.24 BW .47

Cikaburipan

Eoncusdampit

Sulabumi

Jawn Barng

Yayusan Pendidikan [skam Mol Hasamah Al-Adoani

Marah Hasyir, 5H
Mo, & Tanggol 2% Aguseus 2014

AL 58950102014
Tanppal E September 2004

Drengnn Momor Statistik Medmasah (NSM)

AL8/201E

2]
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Bandung, 28  Januari 2013

Ak MENTERT AdaMA REPUBLIE INDONESTA
KEPALA KANTOR WILAYAH
H:EH]ZH'I'ERM"-. AGAMA

SO IS JAW A BARAT,




